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Abstrak 

Berdasarkan hasil pilkada tahun 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor 2024 diketahui 
pemenang yaitu pasangan nomor urut 1 Rudy Susmanto – Ade Ruhandi dengan perolehan suara 1.559.328 dimana mereka 
mampu mengalahkan pasangan pesaingnya yaitu Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman dengan perolehan 559.453 suara. 
Sebelum pilkada dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, untuk mencari simpatisan para calon pemilih 
berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kampanye melalui media sosial dilakukan untuk meyakinkan calon 
pemilih agar menjatuhkan pilihannya kepada mereka. Dalam saat kampanye dilaksanakan pasangan pemenang pilkada lebih 
banyak menggunakan kampanye media sosial sebagai wujud komunikasi publik, sedangkan kampanye melalui pengerahan 
massa tetap dilakukan oleh kedua pasangan calon namun tingkat intensitas lebih tinggi oleh pasangan calon urut 1. 
Kemenangan Rudy Susmanto juga dipengaruhi atas images atau citra diri yang dibangun kepada publik dimana periode 
sebelumnya pernah menjadi Ketua DPRD dengan karakter integritas nya sangat kuat dan ketegasannya atas ketaatan pada 
peraturan yang berlaku. Disamping itu beliau membuat dan menjalankan program-program yang berpihak pada kepentingan 
masyarakat banyak. Nilai konsisten ini menjadikan nilai tambah secara personal profil yang juga sebagai aspek penting untuk 
mempengaruhi masarakat untuk menjatuhkan pilihan saat pilkada. Kemenangan pasangan 1 Rudy Susmanto – Jaro Ade 
juga merupakan hasil kerja mesin partai yang kuat, dominan dan efektif dengan dukungan partai terbanyak berjumlah 14 
partai dari 18 partai. Partai terbanyak yang diusung oleh Calon Pasangan Urut No 1 Rudy Susmanto – Jaro Ade yaitu 
Gerindra dan Golkar. Partai Gerindra Kabupaten Bogor menjadi pemenang hingga mendapatkan 12 kursi parlemen, 
sedangkan Golkar 7 kursi. Disisi lain, partai Gerindra dan Golkar menjadi partai koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 lalu 
yang ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan Pasangan urut 1 tersebut. 
 
Kata Kunci: Hasil Pilkada; Kampanye; Komunikasi Publik. 

  

Abstract 

According to the 2024 election commission (election committee) bogor 2024, the winner is the ruhandi no. 1 Rudy 
susmanto-ade ruhandi, with the 1,559,328 electory-musyafaur rahman with an issue of 559,453. Before the election was 
held on Wednesday, November 27, 2024, to search out sympathizers for voters, efforts have been made by both sides. A 
campaign through social media is being carried out to convince voters to make their choice. As the campaign is carried out, 
the winning couple select more social media campaigns asa form of public communication, while the campaign through 
mass mobilization is carried out by both prospective couples but higher levels of intensity by the number 1. Rudy susmanto's 
victory was also affected by images or self-image made public where previous periods had been DPRD's chairman with his 
very strong integrity character and his firmness for adherence to the prevailing rules. Besides which he created and operated 
programs that sided with the interests of many. This consistent value makes values a personal plus profile which is also an 
important aspect for affecting people to make choices during the election. The victory of the 1 Rudy susmanto-jaro ade 
was also the result of the powerful, dominant and effective party machine with the full 14 parties supporting the 18. The 
largest party carried by the number one in line rususmanto-jaro ade is senses and golkar. Bogor district's mobility was 
awarded 12 seats of parliament, while golkar was seven. In the meantime, the party of gerindra and golkar has become a 
coalition party in sthe 2024 presidential election, which is also a factor in the win of the number 1 group. 
 
Keyword: Pilkada Result; Campaign; Public Communication. 
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1. Pendahuluan 
 

Kabupaten Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kota administratif berada di 
Kecamatan Cibinong. Kabupaten ini berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu di sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Banten; di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 
Tangerang serta Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; 
di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Purwakarta; di tenggara berbatasan 
dengan Kabupaten Cianjur; dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten 
Bogor terdiri dari 40 kecamatan, yang terbagi lagi ke dalam sejumlah desa dan kelurahan (Kab. Bogor, 
2024). 

 

 
Gambar 1. Maps Bogor 

 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bogor 

tercatat sebanyak 5.682.303 jiwa (BPS Kab. Bogor, 2024). Dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menetapkan jumlah 
daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 sebanyak 3.926.080 pemilih, yang terdiri dari 1.999.656 
pemilih laki-laki dan 1.926.424 pemilih perempuan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bogor, seperti 
yang dikutip dari jabarantaranews.com, "Data pemilih ini diharapkan menjadi dasar yang solid untuk 
penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas, lancar, aman, dan tertib." KPU Kabupaten Bogor juga 
telah menetapkan sebanyak 7.908 tempat pemungutan suara (TPS), yang tersebar di 435 
desa/kelurahan di 40 kecamatan. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, dua pasangan calon bupati 
dan wakil bupati Bogor yang telah mendaftar dinyatakan lolos syarat administrasi. Pasangan calon 
tersebut adalah Rudy Susmanto dengan pasangan Ade Ruhandi (pasangan nomor 1) dan Bayu 
Syahjohan dengan pasangan Musyafaur Rahman (pasangan nomor 2). Pemilihan umum kepala daerah 
pada tanggal 27 November 2024 ini akan menjadi ajang bagi pemilih untuk menentukan pasangan 
calon bupati dan wakil bupati. Tim sukses masing-masing pasangan calon memegang peranan penting 
dalam mengkampanyekan program-program unggulan untuk membangun Kabupaten Bogor. Penulis 
tertarik untuk mendalami proses pemilihan ini karena Kabupaten Bogor memiliki kriteria yang 
menarik, yaitu: 
1) Jangkauan Pemilih yang Luas 

Selain wilayah yang luas, jumlah pemilih di Kabupaten Bogor juga cukup besar. 
2) Komunitas Religius 

Kabupaten Bogor dikenal dengan penduduk yang religius, terutama dari kalangan santri, yang 
cenderung memilih calon yang diusung oleh partai dengan bendera keagamaan, yang memiliki 
peluang besar untuk memenangkan Pilkada. 

3) Kasus Korupsi 
Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Pemerintahan dan Aparat Birokrasi di Kabupaten Bogor 
telah menarik perhatian publik, di mana hal ini bisa memengaruhi pilihan suara masyarakat yang 
mencari alternatif pemimpin yang baru. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa calon bupati 
yang didukung banyak partai akan mampu memenangkan Pilkada. 
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Pada Pemilu beberapa bulan lalu, suara terbanyak di Kabupaten Bogor 2024 dimenangkan oleh 
Golkar, Gerindra, dan PKS. Namun demikian, peranan komunikasi publik yang dikelola oleh tim 
sukses masing-masing pasangan calon akan sangat berpengaruh dalam meraih simpati dan suara 
pemilih, bahkan dengan potensi persaingan yang ketat serta kemungkinan adanya intrik-intrik untuk 
saling mendiskreditkan. Pemilu merupakan mekanisme politik yang digunakan untuk memilih wakil 
dan pemimpin di suatu negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan dari pemilu adalah 
memilih kepala pemerintahan (eksekutif) dan wakil rakyat di lembaga legislatif (Lebang, 2022). Setelah 
amandemen UUD 1945, pemilihan umum menjadi sarana untuk memilih seluruh anggota lembaga 
perwakilan, termasuk Presiden dan Kepala Daerah (Hidayat & Oktari, 2023; Marwenny, et al., 2023). 
Ibnu Tricahyo (2009:6) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai instrumen untuk mewujudkan 
kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, serta mengartikulasikan aspirasi dan 
kepentingan rakyat. Demokrasi di Indonesia dijalankan melalui perwakilan, di mana rakyat memilih 
wakil mereka yang akan berfungsi di lembaga legislatif (Zulchairiyah & Ikhwan, 2023; Abu, 2024). 
Soedarsono (2005:1) juga mengemukakan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal untuk 
membentuk pemerintahan demokratis dengan memilih wakil-wakil rakyat, kepala daerah, dan 
presiden. Dalam pelaksanaan Pilkada, peran komunikasi publik sangat penting untuk menyampaikan 
informasi kepada masyarakat mengenai proses dan tahapan pemilu. Media sosial memainkan peran 
besar dalam kesuksesan Pilkada, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak 
dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, tim sukses calon peserta pemilu harus berhati-hati dalam 
menggunakan media sosial untuk menyampaikan profil calon, visi misi, serta program kerja, dan 
menghindari kampanye negatif yang dapat merusak proses demokrasi (Auwaliyah, et al., 2024). 

Sebagaimana ditegaskan oleh Sularto et al. (2010), para pendiri bangsa telah memilih sistem 
perwakilan dalam demokrasi, mengingat tantangan logistik dan pluralitas di Indonesia. Partai politik 
memainkan peran sentral dalam proses demokrasi, baik dalam menjaring calon kepala daerah maupun 
dalam menjalankan fungsi-fungsi penting seperti seleksi calon, perumusan kebijakan, serta pemersatu 
masyarakat dengan kepentingan yang sama (Putranto, 2021). Menurut Rogers dan Storey (Ruslan, 
2008), kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi terorganisir yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Kampanye bertujuan untuk memengaruhi 
opini publik, dan Pilkada, komunikasi publik yang efektif akan menentukan tingkat dukungan pemilih 
terhadap pasangan calon. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi kewajiban yang harus 
dijalankan oleh penyelenggara pemilu, guna memastikan proses demokratis yang transparan dan adil. 
Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi 
dengan tujuan untuk menghasilkan dampak tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam 
periode waktu tertentu (Ruslan, 2008). International Freedom of Expression Exchange (IFEX) 
mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan yang memiliki tujuan praktis untuk mencapai perubahan 
sosial publik, di mana setiap aktivitas kampanye bertujuan mempengaruhi audiens melalui komunikasi 
dua arah. Pembuat keputusan memiliki dua pilihan pengaruh, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh 
tidak langsung, yang dapat disalurkan melalui saluran media tertentu untuk membentuk pendapat 
umum dan mendukung kampanye tersebut (Liliweri, 2011).  

Komunikasi publik dalam pemilihan umum (pemilu) bertujuan untuk menyampaikan pesan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Proses dan tahapan pemilu harus 
dilakukan secara transparan untuk memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu 
(Mubarok, 2023). Dalam hal ini, komunikasi publik menjadi kewajiban penyelenggara pemilu untuk 
memenuhi hak partisipasi warga negara, menjamin pelaksanaan pemilu secara demokratis, dan 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan 
rahasia (Luber). Media sosial memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan pemilu, tetapi 
juga dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebagai saluran komunikasi yang digunakan 
secara massif, media sosial dapat mempengaruhi masyarakat baik secara positif maupun negatif 
(Auwaliyah, et al., 2024). Tim sukses calon peserta pemilu harus bijak dalam menggunakan media 
sosial untuk menyampaikan informasi terkait profil calon, visi misi, dan program kerja. Selain itu, 
penggunaan kampanye negatif atau "black campaign" harus dihindari untuk memastikan pelaksanaan 
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pemilu yang tertib, aman, dan demokratis. Pilkada, sebagai mekanisme demokrasi yang 
mencerminkan suara rakyat, berfungsi untuk memilih kepala daerah secara langsung. Dukungan 
rakyat yang diperoleh melalui pemilihan langsung sangat menentukan hasil Pilkada. Strategi kampanye 
yang dijalankan oleh tim sukses calon kepala daerah akan memainkan peran krusial dalam meraih 
dukungan tersebut, khususnya dalam mengkomunikasikan janji politik dan program yang ditawarkan 
selama masa kampanye. 
 

 

2. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 
manusia (Faisal, 2008). Pendekatan ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, yang dalam 
masalah sosial lebih mengutamakan pemahaman terhadap komunikasi secara alamiah. Penelitian ini 
mengkaji "Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada 2024 Kabupaten Bogor (Studi 
terhadap Pasangan No. 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi)". Pendekatan deskriptif kualitatif 
digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana peran dan fungsi yang 
dijalankan oleh partai politik pengusung pasangan calon nomor 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, 
dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, 
yang mencakup pengumpulan data dari sumber-sumber seperti perolehan suara KPU Kabupaten 
Bogor, media daring (internet), serta data dari BPS Kabupaten Bogor untuk periode 2022–2024. 
Prosedur penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut, 
kemudian peneliti menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dengan 
susunan kata dan kalimat yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 
yaitu mengenai "Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada Kabupaten Bogor 2024 
(Pasangan 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi)". 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1 Hasil 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 
2024 diikuti oleh dua pasangan kandidat yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Bogor. Pasangan pertama, yang memiliki nomor urut 1, adalah Rudy Susmanto yang berpasangan 
dengan Ade Ruhandi, sementara pasangan kedua, dengan nomor urut 2, terdiri dari Bayu Syahjohan 
dan Musyafaur Rahman. Profil pasangan calon nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, yang 
diperoleh dari sumber-sumber seperti blog resmi Bogor Istimewa dan Radar, adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Profil Pasangan Nourut 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi 

Rudy Susmanto Ade Ruhandi 

Calon Bupati Kab Bogor Calon Wakil Bupati Kab Bogor 

 
Rudy Susmanto S. Si 

Ketua DPRD Kabupaten Bogor 
(2019–2024) 

 
Jaro Ade 

Ketua DPRD Kabupaten Bogor 
(2014–2019) 
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Partai Pengusung 

Gerindra 

Golkar 

Demokrat 

PAN 

PKS 

PPP 

PKB 

Ummat 

Gelora 

Nasdem 

Buruh 

PBB 

Perindo 

Garuda 
 
3.1.1 Visi dan Misi 
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dalam kampanye mereka, 
menawarkan visi untuk Kabupaten Bogor, yaitu "Maju, Sejahtera, Istimewa, dan Gemilang 
Berlandaskan Iman dan Takwa," dengan misi sebagai berikut: 
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance). 
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, serta lingkungan hidup yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 
3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab, serta masyarakat yang sejahtera, 

tertib, aman, dan tentram. 
 

Pasangan calon nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, menawarkan visi 
"Pemerintahan Bersih, Rakyat Sejahtera." Rudy Susmanto memulai karier politiknya pada tahun 2009 
hingga 2014, di mana ia mendukung kampanye pilpres untuk Prabowo Subianto pada pemilu 2009. 
Pada pemilu 2019, Rudy Susmanto mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil terpilih 
sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam formasi DPRD tersebut, Rudy Susmanto terpilih 
sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan dilantik pada tanggal 23 September 2019. Karakter yang 
menonjol pada diri Rudy Susmanto terlihat dalam ketegasan beliau dalam menegakkan aturan, serta 
dalam pembuatan dan pelaksanaan program-program yang berpihak kepada rakyat. Pada Pilkada 
2024, pasangan nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dinyatakan sebagai pemenang, 
mengalahkan pasangan nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Pasangan Rudy 
Susmanto dan Ade Ruhandi diusung oleh 14 (empat belas) partai politik, yaitu: Partai Gerakan 
Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Umat, Partai Gelora, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai 
Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Garuda. 
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Gambar 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap 

Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024 

 

 
Gambar 3. Rekap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec. Cibinong Halm 2-1 

Lembar 1 
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Gambar 4. Rekap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec. Cibungbulang Halm 2-1 Lembar 2 

 

 
Gambar 5. Rekap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec. Tamansari Halm 2-1 Lembar 3 

 

 
Gambar 6. Rekap Data Total Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kec. Cibinong Halm 2-2 Lembar 
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Gambar 7. Rekap Data Total Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kec. 

Cibungbulang Halm 2-2 Lembar 2 

 
Gambar 8. Rekap Data Total Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kec. Tamansari Halm 2-2 Lembar 3 
 
3.1.2 Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 merupakan 
bagian dari Pilkada serentak yang diselenggarakan di 545 daerah dengan berbagai tingkat 
pemerintahan, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada ini melibatkan 37 provinsi, 415 
kabupaten, dan 93 kota, dengan tujuan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pesta demokrasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 
November 2024. Pada Pilkada 2024, terdapat 1.556 pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi, 
kabupaten, dan kota, yang terdiri dari: 
1) 103 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di 37 provinsi. 
2) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di 415 kabupaten. 
3) 284 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di 93 kota. 
 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah, yang menjadi 
mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan 
otonomi daerah ini merupakan hasil penting dari program penghapusan sentralisasi politik yang 
berlaku pada masa Orde Baru. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang 
luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, 
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kecuali untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pertahanan dan 
keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, politik luar negeri, serta agama. Pilkada secara 
langsung bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, Pilkada langsung 
dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan di tingkat lokal dan mencerminkan penghargaan 
terhadap prinsip local wisdom. Berbeda dengan pemilihan umum tingkat nasional (seperti pemilihan 
presiden) yang bersifat umum dan mencakup isu-isu publik di tingkat negara, Pilkada berfokus pada 
isu-isu yang lebih spesifik dan langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat 
lokal. Sebelumnya, Pilkada diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun 
seiring dengan perkembangan demokrasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu nasional, 
mekanisme Pilkada ini telah berubah dan lebih banyak melibatkan partisipasi langsung dari 
masyarakat. 
 
3.1.3 Kemenangan Pilkada 

Berdasarkan data yang valid dari Kabupaten Bogor (ANTARA), pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dinyatakan sebagai pemenang 
Pilkada Kabupaten Bogor, mengalahkan pasangan nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur 
Rahman. Ketua Badan Pemenangan Rudy dan Ade, Iwan Setiawan, mendeklarasikan kemenangan 
tersebut di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang 
dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan 
Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi memperoleh 73,5% suara, sementara pasangan Bayu Syahjohan 
dan Musyafaur Rahman mendapatkan 26,5%. Iwan Setiawan menyatakan bahwa hasil hitung cepat 
yang telah mencapai 68% ini dapat dipertanggungjawabkan, dan berdasarkan tren yang ada, jika suara 
sudah di atas 50%, kemungkinan perubahan tidak akan signifikan. Oleh karena itu, tim kampanye 
merasa yakin untuk mendeklarasikan kemenangan. Iwan Setiawan menyampaikan bahwa perolehan 
suara pasangan Rudy-Ade yang lebih dari 70% merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan Pilkada 
Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan dan pengawalan 
suara di setiap wilayah hingga penghitungan suara resmi di tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor 
selesai. 
 
3.1.4 Refleksi Kemenangan atau Kekalahan pada Pilkada 

Hasil dari Pilkada akan selalu menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Berbagai 
reaksi, respons, dan tindak lanjut dari pasangan calon peserta Pilkada, partai pengusung, serta 
pendukung masing-masing pihak akan berbeda-beda. Pihak yang menang umumnya akan merayakan 
kemenangan dengan kegembiraan dan rasa puas, sementara pihak yang kalah sering kali merasakan 
kekecewaan. Kekecewaan tersebut kadang-kadang muncul dalam bentuk penolakan terhadap hasil 
penghitungan suara, bahkan beberapa pihak yang kalah mungkin akan menempuh jalur hukum. 
Menang atau kalah dalam Pilkada adalah hal yang biasa terjadi, mengingat Pilkada merupakan sebuah 
kompetisi atau pertarungan yang pasti menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah. Refleksi atas 
kemenangan dan kekalahan tersebut mencerminkan tingkat penerimaan dari pihak yang kalah, yang 
memerlukan sikap kedewasaan dan kenegarawanan, khususnya dari pasangan calon dan pimpinan 
partai yang kalah. Sikap kedewasaan ini sangat penting untuk meredam rasa kecewa, ketidakpuasan, 
atau penolakan terhadap hasil Pilkada dari para pendukungnya. Peran tokoh-tokoh yang terkait sangat 
diperlukan untuk menciptakan kondisi yang damai dan kondusif pasca Pilkada. Tokoh-tokoh tersebut 
meliputi pemimpin partai pendukung pasangan yang kalah, partai pesaing, pejabat/petugas KPU 
Daerah, Bawaslu, pejabat pemerintah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh 
kepemudaan di Kabupaten Bogor. Menurut berita yang dilansir dari Pojokbogor.id, Dede Maulana 
Yusuf, Bendahara Umum Pemuda PUI Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa setelah Pilkada 2024 
selesai, semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini penting untuk menciptakan 
suasana yang aman dan nyaman di masyarakat serta mendukung kelancaran pekerjaan KPU 
Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan seluruh proses Pilkada. Ia juga menekankan bahwa baik pihak 

https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/
https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/


715 Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)  Vol. 6 No. 1 (2025) 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
https://journal.stmiki.ac.id 

E-   P-  

  

yang menang maupun yang kalah harus mengakhiri proses Pilkada dengan sikap saling menghormati, 
menjaga kebersamaan, dan berkolaborasi demi kepentingan bersama. Dede Maulana Yusuf 
menambahkan bahwa yang terpenting adalah menjaga kondisi yang aman, nyaman, dan rukun di 
antara semua pihak. Dengan selesainya Pilkada, fokus utama adalah bagaimana semua pihak saling 
mendukung untuk membangun Kabupaten Bogor. Pihak yang menang diharapkan dapat 
menjalankan amanah dengan baik, sementara pihak yang kalah tetap diajak untuk bergotong royong 
memajukan Kabupaten Bogor dalam berbagai aspek pembangunan. 
 
3.2 Pembahasan 

Hasil Pilkada selalu menghasilkan dua pihak: pemenang dan yang kalah. Reaksi dari masing-
masing pihak terhadap hasil tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada posisi mereka. Pihak yang 
menang tentu merayakan kemenangan dengan rasa puas, sementara pihak yang kalah sering kali 
merasakan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan ini seringkali menyebabkan penolakan terhadap 
hasil penghitungan suara dan dalam beberapa kasus bisa berujung pada langkah hukum. Namun, 
penting untuk dipahami bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian tak terhindarkan dari 
dinamika kompetisi dalam sistem demokrasi. Pilkada merupakan ajang untuk memilih pemimpin 
daerah, yang tidak hanya mencerminkan proses demokrasi, tetapi juga mengandung tantangan dalam 
hal penerimaan hasilnya. Seperti yang dijelaskan oleh Abu (2024), Pilkada adalah bagian dari sistem 
demokrasi yang seharusnya diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, baik yang menang 
maupun yang kalah. Pentingnya kedewasaan politik pasca Pilkada tidak bisa diabaikan. Sikap 
kedewasaan ini dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan 
suasana yang kondusif bagi pembangunan daerah. Bagi pihak yang menang, kedewasaan berarti 
mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, sementara pihak yang kalah perlu 
menerima hasil dengan sikap terbuka dan mendukung proses pembangunan meski berada di luar 
pemerintahan. Hidayat & Oktari (2023) menekankan bahwa penerimaan terhadap hasil Pilkada akan 
mencerminkan kematangan demokrasi di tingkat lokal. Kedewasaan juga berperan dalam meredam 
rasa kecewa dari para pendukung yang kalah, sehingga tidak terjadi ketegangan yang merusak tatanan 
sosial di masyarakat. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sangat penting dalam 
menjaga kedamaian pasca Pilkada. Tokoh-tokoh ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak 
yang terlibat untuk memastikan bahwa proses Pilkada dapat diterima dengan baik oleh semua elemen 
masyarakat.  

Auwaliyah et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dan tokoh pemuda dalam 
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sikap dewasa dapat membantu mengurangi potensi 
konflik. Tokoh-tokoh ini memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan memastikan bahwa 
meskipun ada perbedaan, kepentingan bersama untuk memajukan daerah tetap diutamakan. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Dede Maulana Yusuf dari Pemuda PUI Kabupaten Bogor 
(2024), menjaga persatuan dan kesatuan pasca Pilkada sangatlah penting. Pilkada adalah sarana untuk 
memilih pemimpin yang terbaik, namun yang lebih utama adalah bagaimana semua pihak dapat 
menjaga kerukunan setelah pemilihan selesai. Pihak yang menang harus menjalankan amanahnya 
dengan baik, sedangkan pihak yang kalah tetap memiliki peran dalam membantu pembangunan 
daerah. Kolaborasi antara pihak yang menang dan kalah, sebagaimana dicontohkan oleh Elviandri et 
al. (2024), menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika semua 
pihak dapat bekerja bersama, maka kemajuan Kabupaten Bogor akan tercapai dengan lebih baik. 
Refleksi atas kemenangan atau kekalahan dalam Pilkada bukan hanya soal menerima hasil, tetapi juga 
soal bagaimana masyarakat dan semua elemen terkait dapat berkontribusi pada perdamaian dan 
pembangunan daerah. Kedewasaan politik, peran tokoh masyarakat, dan komitmen untuk menjaga 
persatuan menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa Pilkada bukan hanya sekadar kompetisi, 
tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan memajukan daerah secara bersama-sama. 
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4. Kesimpulan 
 
Pilkada sebagai pesta demokrasi sesungguhnya adalah ajang sebuah penyelenggaraan hak warga 

negara yang dijamin oleh konstitusi. Hasil akhir dari sebuah kompetisi tentunya ada yang menang dan 
kalah. Refleksi dari kemenangan dan kekalahan tersebut menggambarkan kondisi kepenerimaan dari 
kubu yang kalah, dan eforia kegembiraan bagi pihak yang menang. Agar aspek keamanan dan 
persatuan bangsa dapat dijaga maka dibutuhkan sikap kedewasaan dan kenegarawanan terutama dari 
pasangan dan pimpinan partai yang kalah tersebut. Selain itu sikap kedewasaan dibutuhkan dalam 
rangka mengatasi ketidakpuasan maupun ketidak mauan menerima hasil pilkada oleh masa 
pendukung pihak yang kalah. Diperlukan peran dari tokoh-tokoh partai pendukung pasangan yang 
kalah, partai peserta pilkada lawannya, pejabat/petugas KPUD, Bawaslu Daerah, pejabat pemerintah 
terkait, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta kelompok- kelompok dalam Masyarakat 
Kabupaten Bogor. Dapat disimpulkan bahwa dalam pesta politik khususnya di Pilkada serentak di 
tahun 2024, bahwa antara pihak yang menang dan yang kalah adalah semata karena proses politik, 
dan sistem demokrasi mengharuskan ada persaingan yang sehat. Calon unggul dengan perolehan 
suara tertinggi berarti telah dipercaya rakyat untuk memimpin daerah sekaligus akan memakmurkan 
masyarakatnya. Bagi masarakat pemilih yang ternyata pilihan paslonnya kalah, tetap saja tidak akan 
didiskriminasikan oleh Bupati / Kepala Daerah yang dulu tidak ia pilih. Pembangunan dan 
kesejahteran rakyat akan diberikan dengan tidak memandang apakah sebagian mereka ketika hari 
pencoblosan tak memilihnya.  

Perubahan dan hasil-hasil pembangunan di daerah akan diberikan merata kepada semua 
masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor di tahun-tahun mendatang. Kaderisasi parpol 
juga merupakan fondasi penting dalam menjaga kesehatan demokrasi, terutama dalam pilkada. 
Kaderisasi yang baik memastikan bahwa selalu ada calon- calon potensial yang siap maju dan 
berkompetisi, sehingga pilkada tidak hanya menjadi formalitas karena penting dalam menjaga 
kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal serta memperkuat fungsi partai sebagai 
institusi politik yang vital. Di sinilah esensi dari peranan komunikasi publik pada partai pengusung 
pilkada di Indonesia. 
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